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RINGKASAN

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), karena akibat
yang ditimbulkan bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan bernegara. Salah
satu tipe korupsi yang banyak terjadi dan mengalami peningkatan adalah tindak pidana
korupsi penyalahgunaan kewenangan. Tipe korupsi ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang
menyiratkan bahwa koruptor harus memangku suatu jabatan. Dari jabatan tersebut secara
otomatis mempunyai wewenang, kesempatan, dan sarana yang dapat disalahgunakan.
Pengujian penyalahgunaan wewenang menjadi hal yang penting untuk menentukan ada
atau tidak adanya penyalahgunaan wewenang apalagi terkait perkara korupsi. Ketentuan
Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
diharapkan dapat menjembatani pengujian terhadap hal tersebut yang dapat diperiksa oleh
Peradilan Tata Usaha Negara. Konsep penyalahgunaan wewenang meskipun berasal dari
cabang hukum administrasi namun kemudian dalam hukum pidana dapat dikatakan telah
berkembang secara tersendiri, meskipun tidak sepenuhnya mandiri. Penelitian ini fokus
kepada pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan penerapan
penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan Pasal
21 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian descriptive
legal study, yakni memaparkan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan deskripsi
lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu pada saat tertentu.
Sesuai dengan sifat penelitian yang digunakan yakni preskriptif, maka pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) yang
dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan yang berkaitan dengan isu
hukum yang diteliti; dan digunakan pendekatan konseptual (conceptual approach) yang
beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum; serta pendekatan kasus (case approach) yakni terhadap putusan pengadilan
perkara penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi yang sudah berkekuatan
hukum tetap (incracht). Untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini, digunakan
sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang diinventarisasi,
diklasifikasi dan dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif sehingga diperoleh
solusi yang tepat. Kemudian bahan hukum tersebut diolah dengan membagi bahan hukum
sesuai dengan bagian permasalahan, kemudian disusun sedemikian rupa untuk menjawab
isu hukum yang telah dirumuskan.



Pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terletak
pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan frasa ‘“menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian
dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur “melawan hukum” merupakan
“genusnya” sedangkan unsur “penyalahgunaan wewenang” adalah “species” nya.
“penyalahgunaan wewenang” subjek deliknya adalah pegawai negeri atau pejabat publik,
berbeda dengan unsur “melawan hukum” subjek deliknya setiap orang.

Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan
hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma)
yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan
dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi
pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa
terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk
dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada
atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan
(diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Administrasi
Pemerintahan.

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Tindak
Pidana Korupsi adalah untuk memberikan analisis mengenai pembedaan penerapan
penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK dan untuk
memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak
pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. penelitian ini adalah jenis penelitian
hukum normatif.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Pembedaan penerapan penyalahgunaan
wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal
tersebut yaitu mencantumkan frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian dari inti delik (bestanddeel
delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. Kedua Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam
norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya
kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan
(subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam
keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik
(administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan
APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan
negara, untuk dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan
pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau
tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
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ABSTRACT
Keywords: Abuse of Authority, Corruption, Government Administration.

The purpose of the thesis research entitled Abuse of Authority as an Element of
Corruption Crime is to provide an analysis of the distinction between the application of
abuse of authority regulated by the provisions of Article 3 of the PTPK Law and to provide
an analysis of whether the application of abuse of authority in corruption cases is through
the implementation of Article 21 of the AP Law. This research is a type of normative legal
research.

The research results obtained are First, the difference in the application of abuse of
authority regulated by the provisions of Article 3 of the PTPK Law lies in the formulation
of the article, namely including the phrase "abusing authority, opportunity or means
available to him because of position or position” and "benefiting oneself or another
person or something corporation” as part of the core delict (bestdeel delict) in Article 3
of the PTPK Law. Second, the examination of abuse of authority in the norms of Article
21 of the Government Administration Law means that there are legal opportunities
granted by law to government officials (subjects of norms) who are suspected of having
abused authority (whether in decisions, actions and/or discretion) in carrying out their
duties. public services (government administration) which departs from objections to the
results of APIP supervision in the form of administrative errors that cause losses to state
finances, to be able to resolve administratively by submitting an application for testing
whether or not there is an element of abuse of authority from decisions and/or actions
(discretion) that he did this at the State Administrative Court.
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